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Tentang

SUSUNAN PENGURUS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK)
SMP KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2021 - 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN :

Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada mata pelajaran
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) diperlukan guru mata
pelajaran vang profesional.

b. Bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah yang sesuii
bagi guru untuk mengembangkan inovasi. kreatifitas dan profesionalismenya
sehingga perlu didorong untuk meningkatkan peran dan aktivitasnya;

¢. Bahwa agar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat dilaksanakan
dengan lancar dan efektif perlu ditetapkan susunan pengurus MGMP SMP:

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c diatas,
susunan pengurus MGMP SMP perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidian dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan,

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-1ndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84/Tahun 1993
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

7. Keputusan Bersama Menteri Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993. Nomor
25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;

% Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Giuru dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru:

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2016 tentang an Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pen sar dan Pendidikan Menengah:

| 1. Peraturan Menteri an Republik Indonesia Nomaor 20
tahun 2018 tentang akter pada Satuan Pendidikan.
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